BAB I
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya yang telah dipaparkan oleh
penulis, maka penulis mengambil kesimpulan implementasi Perkawinan
Antar-umat Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara
Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Antar-Umat yang Berbeda Agama
dan Kepercayaan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta), tidak pernah
terjadi permohonan yang dikabulkan oleh Hakim, sebab hakim
mempertimbangkan SEMA No. 2 Tahun 2023 yang mana melarang hakim
untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama serta hakim
mencegah akan adanya konflik keluarga yang notabenenya berawal dari
perkawinan beda agama, supaya ketika ada konflik hukum, dapat diselesaikan
secara hukum secara jelas dan tidak multitafsir. Hakim memandang
perkawinan yang harmonis, ketika pasangan kawin memiliki 1 (satu) norma
dasar agama yang sama. SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan dan
tidak mengikat Hakim, namun dikarenakan dalam SEMA tersebut terdapat
kalimat “Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan
antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan” maka hal itu dimaknai
sebagai bentuk tindakan paksaan yang bersifat imperative, sehingga para
hakim di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dapat tunduk dan taat untuk

mematuhi SEMA tersebut.
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Pandangan ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang
diatur dalam Pasal 28B UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang
berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
yang sah, dan hak ini seharusnya tidak dibatasi oleh perbedaan agama.
Penolakan pencatatan perkawinan beda agama oleh hakim berdasarkan SEMA
No. 2 Tahun 2023 dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak
fundamental ini, karena menghalangi individu untuk menjalankan hak mereka

dalam membentuk keluarga sesuai dengan kehendak mereka sendiri.

. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran
yaitu para hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta perlu memaknai SEMA
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara
Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Antar-Umat yang Berbeda Agama
dan Kepercayaan sebagai suatu pedoman Hakim yang bersifat fakultatif,
artinya para hakim untuk memutus perkawinan beda agama, tidak semuanya
ditolak untuk  melakukan perkawinan beda agama, melainkan
mempertimbangkan situasi dan kondisi dari pemohonnya. Seperti pemohon
yang sedang hamil di luar nikah, yang ingin menikah secara beda agama, maka

hakim seharusnya memandang hal demikian dapat diterima dan dikabulkan.
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